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KATA PENGANTAR

Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pembina data statistik melakukan
pembinaan terhadap penyelenggara kegiatan statistik, diantaranya pembinaan
statistik sektoral. Salah satu upaya pembinaan yang ditempuh untuk meningkatkan
kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang statistik pada instansi
pemerintah adalah melalui penerbitan modul pembinaan statistik sektoral.

Beberapa modul pembinaan statistik telah diterbitkan oleh BPS. Pada tahun
2023, BPS kembali menerbitkan modul pembinaan statistik sektoral untuk
menjawab rekomendasi hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS),
yang selanjutnya modul ini disebut dengan “Modul Pembinaan Statistik Sektoral
Seri EPSS”. Modul tersebut dibagi menjadi lima, yaitu (1) Modul Satu Data
Indonesia, (2) Modul Kualitas Data, (3) Modul Proses Bisnis Statistik, (4) Modul
Kelembagaan, dan (5) Modul Sistem Statistik Nasional. Kelima modul tersebut
merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi, sekaligus menyempurnakan
modul-modul pembinaan statistik yang sebelumnya.

Modul Sistem Statistik Nasional ini memuat penjelasan tentang Sistem
Statistik Nasional (SSN), meliputi pengertian, jenis-jenis statistik, dan kegiatan
statistik; serta penjelasan tentang penyelenggaraan kegiatan statistik, baik untuk
kegiatan statistik sektoral maupun statistik khusus.

Modul ini terus dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala dalam rangka
peningkatan kualitas. Oleh karena itu, saran dan masukan yang membangun, kami
harapkan untuk pengembangan kedepannya. Kepada semua pihak yang terlibat
dalam penyusunan modul ini, disampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi.
Akhirnya, selamat menggunakan “Modul Pembinaan Statistik Sektoral Seri EPSS”,
semoga bermanfaat.

Jakarta, November 2023
Deputi Bidang Metodologi dan
Informasi Statistik

Sy

Imam Machdi
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1.1 Latar Belakang

Statistik yang dihasilkan oleh seluruh pengampu kegiatan statistik harus
akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah
diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah. Data yang
dihasilkan dari penyelenggaraan statistik sangat diperlukan untuk perencanaan,
monitoring dan evaluasi pembangunan nasional sesuai dengan amanah Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik bahwa kegiatan statistik
diarahkan untuk mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang andal, efektif,
dan efisien guna mendukung pembangunan nasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pembina data statistik melakukan
pembinaan terhadap penyelenggara kegiatan statistik baik di tingkat pemerintah
pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan
kontribusi dan apresiasi masyarakat terhadap statistik, mengembangkan Sistem
Statistik Nasional (SSN), dan mendukung pembangunan nasional. Dalam hal ini,
BPS sebagai pusat rujukan statistik bertindak selaku inisiator dalam koordinasi
dan kerjasama serta pembinaan statistik.

BPS senantiasa melakukan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan
Standardisasi (KISS) dengan seluruh penyelenggara kegiatan statistik dalam
mewujudkan Sistem Statistik Nasional. Sebagai pembina data statistik, BPS
melakukan pembinaan penyelenggara kegiatan statistik baik di tingkat
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah satu upaya BPS dalam
rangka pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik adalah dengan
menyediakan buku panduan yang dapat memberikan pemahaman mengenai
penyelenggaraan kegiatan statistik. Diharapkan seluruh penyelenggara kegiatan
statistik dapat berkontribusi dalam SSN guna mendukung pembangunan

nasional.

1.2 Tujuan
Secara umum, tujuan modul ini disusun adalah untuk menyediakan pedoman

bagi instansi pemerintah dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral baik di



tingkat pusat maupun daerah, sehingga dapat memberikan kemudahan dan
keseragaman menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral.

Adapun tujuan khusus Modul Sistem Statistik Nasional ini adalah untuk
memberikan gambaran umum tentang Sistem Statistik Nasional (SSN) dan

keterkaitan aspek-aspek dalam penyelenggaraan statistik di Indonesia.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggaraan kegiatan statistik meliputi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang
Statistik.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Statistik.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah.

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu
Data Indonesia

6. Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan
Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah.

7. Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data
Statistik.

8. Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata
Statistik.

9. Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan
Statistik Sektoral.

10. Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik
Nasional.

11. Keputusan Kepala BPS Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Statistik Dasar.



12.

13.

Keputusan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Survei Statistik Sektoral.
Keputusan Kepala BPS Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara

Pemberitahuan Sinopsis Survei Statistik Khusus.

PENDAHULUAN
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2.1 Pengertian Sistem Statistik Nasional (SSN)

Dalam Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem
Statistik Nasional, disebutkan pengertian Sistem Statistik Nasional (SSN) adalah
suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur kebutuhan statistik, sumber daya,
metode, sarana dan prasarana, ilmu pengetahuan dan teknologi, perangkat
hukum, serta masukan dari Forum Masyarakat Statistik (FMS). Unsur-unsur
tersebut secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas dalam
penyelenggaraan statistik.

SSN dikembangkan dan diwujudkan dengan tujuan agar penyelenggara
kegiatan statistik memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal,
menghindari kemungkinan terjadinya duplikasi kegiatan oleh para
penyelenggara kegiatan statistik, dan terciptanya suatu sistem yang andal, efektif,
dan efisien.

Adapun aspek-aspek yang ada dan saling terkait dalam tatanan SSN
adalah:

1. Aspek kebutuhan statistik;

2. Saran dan pertimbangan dari Forum Masyarakat Statistik;

3. Ketersediaan sumber daya manusia dan sumber dana, metode yang tepat,
sarana dan prasarana yang memadai, kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi, aspek penyebarluasan data yang dihasilkan, serta kelengkapan
perangkat hukum;

4. Aspek koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi (KISS) yang
dilakukan oleh BPS dengan seluruh penyelenggara kegiatan statistik, baik
instansi pemerintah maupun unsur masyarakat dalam mengatur dan
menetapkan:

a. Pembidangan jenis statistik, yaitu dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis:
statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Penjelasan detail
mengenai ketiga jenis statistik ini akan dijelaskan pada subbab
berikutnya;

b. Penetapan penyelenggara kegiatan statistik;

c¢. Carapengumpulan data yang dilakukan;



d. Penyebarluasan dan pemanfaatan hasil statistik;

e. Pengelolaan rujukan statistik.

Aspek penyediaan informasi statistik kepada konsumen sesuai dengan
kebutuhannya sehingga dapat memberikan masukan atau umpan balik
output kegiatan statistik yang perlu disempurnakan untuk penyelenggaraan
berikutnya, serta untuk semakin memantapkan SSN.

Beberapa pihak yang terlibat dalam SSN beserta fungsi dan perannya,

meliputi:

1.

BPS

BPS di dalam SSN berperan sebagai penyelenggara kegiatan statistik dasar
sekaligus inisiator dalam rangka Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan
Standardisasi (KISS). Langkah-langkah dalam KISS dilakukan dengan cara
senantiasa mengadakan komunikasi timbal balik antara berbagai
penyelenggara kegiatan statistik, yang selanjutnya mampu melaksanakan
pembidangan menurut jenis statistik yang telah ditetapkan/disepakati
termasuk dalam hal cara pengumpulan, pengolahan, penyebarluasan, dan
pemanfaatan data yang dihasilkan. BPS juga berperan sebagai
penyelenggara kegiatan statistik dasar.
Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi Pemerintah (K/L/D/I)
Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi Pemerintah memilik peran sebagai
penyelenggara kegiatan statistik sektoral. Dalam penyelenggaraan kegiatan
statistik sektoral, Kementerian/Lembaga/ Dinas/Instansi Pemerintah wajib
mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan di dalam peraturan
perundang-undangan. Kementerian/ Lembaga/Dinas/Instansi Pemerintah
yang akan menyelenggarakan kegiatan statistik dan hasilnya akan
dipublikasikan diwajibkan untuk memberitahukan rancangan kegiatan
statistik tersebut kepada BPS sebelum penyelenggaraan statistik dan
selanjutnya mengikuti rekomendasi dari BPS.

Masyarakat

Di dalam SSN, masyarakat maupun organisasi selain pemerintah memiliki

peran yang tidak kalah penting, yaitu sebagai penyelenggara kegiatan



statistik khusus. Penyelenggaraan kegiatan statistik khusus pun harus
tunduk pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Salah
satu kewajiban penyelenggara kegiatan statistik khusus adalah
menyerahkan sinopsis kegiatan statistik khusus yang telah diselesaikan dan
dipublikasikan kepada BPS.

Penyelenggaraan SSN secara ringkas dapat dilihat pada Gambar 1.

Pemantapan Sistem

Forum Kaordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Standardisasi
Masyarakat 1
Statistik °
L] > 101
KLWD 4
1
: Al
! i
> - )
= a e )
| —x L > ‘mm — L o — =
- ! BPS Selaku
Kebutuhan BPS ] RF”Skﬁ“
Data Stalistik . : S
F'S 1 1
N 1
@ Leuge
.
= N 0.7 —
== '}
Sumber Daya, Metode, Masyarakat
Sarana, Prasarana,
IPTEK, dan Perangkat Jenis Penyelenggara Cara Hasil
Hukum
Umpan Balik
Gambar1 Bagan Sistem Statistik Nasional (SSN)
2.2 Jenis-Jenis Statistik

Yang dimaksud statistik dalam UU Nomor 16 Tahun 1997 adalah data

yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis,

serta sebagai sistem yang mengatur Kketerkaitan antar unsur dalam

penyelenggaraan statistik. Pada Pasal 5 disebutkan, berdasarkan tujuan

pemanfaatannya, jenis statistik terdiri atas statistik dasar, statistik sektoral, dan

statistik khusus. Setiap jenis statistik tersebut diselenggarakan oleh instansi yang

berbeda sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing di dalam pemerintahan.



Tabel1 Pembidangan Jenis Statistik

Rincian Statistik Dasar Statistik Sektoral Statistik Khusus
1) (2) (3) (4)
Tujuan Untuk keperluan | Untuk memenuhi Untuk memenuhi
Pemanfaatan yang bersifat kebutuhan instansi kebutuhan spesifik
luas, baik bagi tertentu dalam rangka dunia usaha,
pemerintah penyelenggaraan pendidikan, sosial
maupun tugas-tugas budaya, dan
masyarakat, yang | pemerintahan dan kepentingan lain
memiliki ciri-ciri | pembangunan yang dalam kehidupan
lintas sektoral, merupakan tugas masyarakat.
berskala pokok instansi yang
nasional, makro bersangkutan.
Penyelenggara | BPS Kementerian/Lembaga | Lembaga,
/Dinas/Instansi organisasi,
Pemerintah Lainnya perorangan, dan
atau unsur

masyarakat lainnya

2.2.1 Statistik Dasar

Pada UU Nomor 16 Tahun 1997 Pasal 1 disebutkan bahwa statistik dasar

adalah statistik yang pemanfaatannya untuk keperluan yang bersifat luas, baik

bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral,

berskala nasional, makro, dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung

jawab BPS. Selanjutnya, pada Pasal 6 juga dijelaskan bahwa statistik dasar dan

statistik sektoral terbuka pemanfaatannya untuk umum, kecuali ditentukan lain

oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 2 Contoh Statistik Dasar

No Statistik Dasar

Kegiatan Statistik Penghasil

(1) (2)

(3)

1. | Indeks Harga Konsumen (IHK)

Survei Harga Konsumen

2. | Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Survei Sosial Ekonomi Nasional
(Susenas)

3. | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Survei Angkatan Kerja Nasional
(Sakernas)

4. | Indeks Pembangunan Manusia

Kompilasi Statistik Indeks

(IPM) Pembangunan Manusia




2.2.2 Statistik Sektoral

Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk
memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-
tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi
yang bersangkutan. Penyelenggara Kkegiatan statistik sektoral adalah

Kementerian/Lembaga/Instansi/ Dinas sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Tabel 3 Contoh Statistik Sektoral

No Statistik Sektoral Kegiatan Statistik Penghasil

1) (2) €)

1 Indeks Kepuasan Jamaah Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia, oleh
" | Haji Indonesia Kementerian Agama

Kompilasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik),

2. | Jumlah Sekolah Dasar (SD) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

3. Jumlah Kendaraan Kompilasi Data Kendaraan, oleh Kepolisian

Republik Indonesia
4 Jumlah Penumpang di Kompilasi Statistik Perhubungan Darat, oleh
" | Terminal Kementerian Perhubungan

2.2.3 Statistik Khusus

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Pasal 1, statistik khusus
adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan
spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam
kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga,

organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.

Tabel 4 Contoh Statistik Khusus

No Statistik Khusus Kegiatan Statistik Penghasil

(1) (2) €)

1 Jumlah Pemilih Capres Hitung Cepat (Quick Count) Pilihan Presiden, oleh
' dan Cawapres Lingkaran Survei Indonesia (LSI)

2 Jumlah Mahasiswa Kompilasi Statistik UNSOED Dalam Angka, oleh
" | UNSOED Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED)




2.3 Kegiatan Statistik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, kegiatan statistik
adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data,
upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada
berkembangnya Sistem Statistik Nasional. Kegiatan statistik bertujuan untuk
menyediakan statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka
mewujudkan SSN yang andal, efektif, dan efisien guna mendukung pembangunan
nasional. Berdasarkan cara pengumpulan data, kegiatan statistik dibedakan
menjadi:

1. Sensus
Sensus adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan
semua unit populasi untuk memperoleh karakteristik suatu populasi pada
saat tertentu. Dengan kata lain, sensus dilakukan dengan cara
mengumpulkan data dari seluruh elemen dalam populasi. Sensus memiliki
kelebihan dapat menyajikan data pada wilayah kecil dan hasilnya dapat
dijadikan kerangka sampel (frame). Namun cara pengumpulan data dengan
sensus juga memiliki kekurangan antara lain: cakupan variabel yang
dikumpulkan terbatas, waktu dan biaya yang dibutuhkan besar, dan tingkat
ketelitiannya kurang. Contoh kegiatan sensus adalah Sensus Penduduk, yaitu
pengumpulan data kependudukan di seluruh wilayah Indonesia.
2. Survei

Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan
sampel untuk memperkirakan Kkarakteristik suatu populasi pada saat
tertentu. Dengan kata lain, survei dilakukan dengan cara mengumpulkan
data dari sebagian elemen dalam populasi. Kelebihan survei jika
dibandingkan dengan sensus antara lain: lebih hemat biaya, lebih cepat
dalam penyajian, cakupan lebih luas, informasi yang ditangkap bisa lebih
detail, dan ketelitiannya lebih tinggi. Namun, cara pengumpulan data melalui
survei juga memiliki kekurangan, salah satunya adalah penyajian statistik
sampai wilayah kecil yang sulit dipenuhi karena keterbatasan jumlah sampel

yang dapat mewakili populasi di wilayah atau domain yang lebih kecil.



Misalnya, ketika survei dirancang untuk penyajian hasil pada tingkat
kabupaten, maka jumlah sampel survei tersebut tidak cukup untuk
penyajian indikator pada tingkat kecamatan atau pun desa. Contoh kegiatan
survei adalah Survei Harga Konsumen, yaitu pengumpulan data harga
barang dan jasa di tingkat konsumen yang diselenggarakan di sebagian
kabupaten/kota di Indonesia.

3. Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin)
Kompilasi produk administrasi adalah cara pengumpulan, pengolahan,
penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang
ada pada pemerintah dan atau masyarakat. Kompromin tidak bersumber
dari data primer (data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti),
melainkan berdasarkan catatan administrasi yang sudah ada di pemerintah
dan atau masyarakat. Catatan administrasi ini dapat diartikan sebagai
laporan ataupun catatan-catatan yang selama ini sudah ada dan dikerjakan
oleh suatu instansi/organisasi dalam rangka menjalankan memenuhi
kebutuhan tugas fungsi instansi/organisasinya masing-masing. Contoh
kompilasi produk administrasi adalah Kompilasi Statistik Perhubungan.

4. CaraLain sesuai Perkembangan Teknologi
Adanya perkembangan teknologi, seperti adanya internet dan media sosial,
dapat dimanfaatkan untuk pengumpulan data. Salah satu contohnya, data
diperoleh melalui hasil registrasi akun media sosial, web crawling, dan big
data mining. Big data merupakah cara pengumpulan data dari sekumpulan
data besar yang (pada umumnya) tidak terstruktur.

Keempat kegiatan statistik tersebut dapat dilakukan jika datanya
memang sudah tersedia di populasi yang diteliti. Namun jika data tersebut tidak
tersedia, cara pengumpulan data dapat dilakukan melalui percobaan, yaitu
serangkaian tindakan dan pengamatan secara rasional terhadap objek yang
diteliti dan bertujuan untuk mendapatkan informasi baru. Hasil suatu percobaan
dapat digunakan untuk mengembangkan teori baru dan bahkan dapat

menyangkal pendapat atau teori lama.
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Dalam tatanan SSN, diatur garis koordinasi antara BPS selaku pusat
rujukan statistik dengan penyelenggara kegiatan statistik, baik instansi
pemerintah maupun unsur masyarakat, serta integrasi, sinkronisasi, dan
standardisasi penyelenggaraan kegiatan statistik. Dalam pelaksanaannya,
mekanisme penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dan khusus diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.

31 Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektoral

Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral, instansi pemerintah
memperoleh data melalui survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain
sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Instansi
pemerintah menyelenggarakan survei dan kompilasi produk administrasi untuk
penyediaan statistik sektoral guna mendukung pelaksanaan tugas pokok instansi
yang bersangkutan serta mendukung penyediaan informasi bagi kepentingan
perencanaan pembangunan nasional dan dalam rangka membangun Sistem
Statistik Nasional.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
mengamanatkan BPS sebagai lembaga yang bertugas dan bertanggung jawab
terhadap penyelenggaraan statistik di Indonesia. Dalam hal ini, BPS bekerja sama
dengan instansi pemerintah dan unsur masyarakat guna mengembangkan Sistem
Statistik Nasional (SSN), mendukung pembangunan nasional, dan meningkatkan
kontribusi dan apresiasi masyarakat terhadap statistik.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut,
ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Statistik yang salah satu poinnya menjelaskan bahwa
penyelenggara kegiatan statistik sektoral wajib:

1. Memberitahukan rencana penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral
kepada BPS;

2. Mengikuti rekomendasi kegiatan statistik yang diberikan BPS; dan

3. Menyerahkan hasil penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral yang

dilakukannya kepada BPS.



Hal ini selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa indikator penting untuk
mengukur pemetaan intensitas urusan pemerintahan dan penentuan beban kerja
perangkat daerah urusan pemerintahan bidang statistik adalah “Jumlah survei
dan kompilasi produk administrasi bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan
HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS”.

Kewajiban-kewajiban tersebut kemudian diselenggarakan dalam suatu
mekanisme pemberian rekomendasi kegiatan statistik. Mekanisme tersebut
bertujuan untuk menghindari duplikasi penyelenggaraan kegiatan statistik
sektoral, mendorong perolehan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara
teknis, serta mengurangi keraguan konsumen data atas beberapa sajian data atau
indikator yang sama tetapi nilainya berbeda.

Instansi pemerintah menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral, sesuai
lingkup tugas dan fungsinya dalam menyediakan informasi bagi kepentingan
perencanaan pembangunan nasional. Dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut,
instansi pemerintah memperoleh data melalui survei, kompilasi produk
administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi. Rencana kegiatan sektoral tersebut wajib disampaikan kepada BPS
selaku Pembina data statistik.

Perwujudan koordinasi yang baik antara instansi pemerintah sebagai
penyelenggara kegiatan statistik sektoral dan BPS dalam mekanisme pemberian
rekomendasi kegiatan statistik akan meningkatkan kualitas penyelenggaraan
kegiatan statistik sektoral. Dengan demikian, kegiatan statistik sektoral tersebut
dapat menghasilkan output yang berkualitas. Selain itu, peran aktif instansi
pemerintah dalam menyampaikan rencana dan mengajukan rekomendasi
kegiatan statistik kepada BPS dapat turut mewujudkan SSN yang andal, efektif,
dan efisien.

Rencana penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral yang diberitahukan
kepada BPS sesuai dengan formulir rekomendasi kegiatan statistik, yaitu
mencakup beberapa informasi seperti judul, Tahun kegiatan, cara pengumpulan

data, latar belakang, tujuan, jadwal kegiatan, variabel (karakteristik) yang



dikumpulkan, desain kegiatan (frekuensi penyelenggaraan, tipe pengumpulan
data, cakupan wilayah, metode dan sarana pengumpulan data), desain sampel
(jenis rancangan sampel, metode pemilihan sampel kerangka sampel, fraksi
sampel, nilai perkiraan sampling error, unit sampel, unit observasi, jumlah
responden),tahap pengumpulan data dan tahap pengolahan dan analisis.

Selanjutnya, penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral wajib
menyerahkan hasil kegiatannya dalam bentuk softcopy publikasi dan metadata
statistik sepanjang hasilnya dipublikasikan untuk umum. Kewajiban-kewajiban
tersebut dimaksudkan untuk menghindari terjadinya duplikasi dalam
penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral, mendorong diperolehnya hasil yang
secara teknis dapat dipertanggungjawabkan, serta mengurangi keraguan
pengguna data atas adanya indikator yang sama berasal dari sumber data lain
yang angkanya berbeda.

Mekanisme pemberian rekomendasi kegiatan statistik dilakukan melalui
Aplikasi ROMANTIK (Rekomendasi Kegiatan Statistik). Aplikasi Romantik
merupakan aplikasi berbasis web yang dibangun BPS sebagai sarana saran dan
masukkan yang diberikan oleh BPS terhadap rencana kegiatan statistik sektoral
yang disampaikan oleh instansi pemerintah. Aplikasi Romantik dapat diakses
melalui website Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS (https://pst.bps.go.id),

selanjutnya memilih menu layanan Rekomendasi.

Pilih menu layanan
“Rekomendasi”

Pelayaman
Tar, : .

Pl

Gambar 2 Akses Aplikasi Romantik

Mekanisme pemberian rekomendasi kegiatan statistik dilakukan melalui
Aplikasi Romantik. Aplikasi Romantik bertujuan untuk memudahkan
pengelolaan mekanisme pemberian rekomendasi kegiatan statistik, baik bagi

BPS maupun instansi pemerintah.


https://pst.bps.go.id/

Manfaat aplikasi Romantik bagi instansi pemerintah penyelenggara

kegiatan statistik sektoral maupun bagi BPS antara lain:

1. Bagiinstansi pemerintah selaku penyelenggara kegiatan statistik sektoral

a. Memudahkan instansi pemerintah dalam menyampaikan rencana
kegiatan statistik sektoral ke BPS tanpa perlu datang langsung ke Unit
Pelayanan Statistik Terpadu (PST) di BPS setempat.

b. Mengetahui perkembangan proses rekomendasi kegiatan statistik.

c¢. Memudahkan mengunduh surat rekomendasi untuk kegiatan yang telah
mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS.

d. Membantu menghindari duplikasi kegiatan statistik sektoral.

e. Memberikan informasi mekanisme pemberian rekomendasi kegiatan
statistik, baik survei maupun kompilasi produk administrasi.

f.  Memudahkan pengajuan pertanyaan terkait dengan mekanisme
pemberian rekomendasi kegiatan statistik.

2. Bagi BPS
Memudahkan pemberian rekomendasi kegiatan statistik

b. Memudahkan pemantauan mekanisme pemberian rekomendasi
kegiatan statistik

c. Menyediakan media dokumentasi kegiatan statistik sektoral.

Mekanisme pemberitahuan rancangan kegiatan statistik sektoral

sekaligus pengajuan rekomendasinya dilaksanakan sesuai mekanisme pada

Gambar 3.
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Pemberitahuan rencana kegiatan dilakukan setelah penyelenggara atau
produsen data melakukan pengecekan duplikasi kegiatan secara mandiri melalui
sistem/aplikasi rujukan statistik BPS. Produsen data masuk/login melalui PST
BPS dan memilih menu layanan Rekomendasi untuk masuk ke aplikasi Romantik.

Produsen data selanjutnya mengisikan formulir kegiatan statistik
sektoral pada menu layanan rekomendasi. Petunjuk pengisian formulir tersebut
tersedia pada Aplikasi Romantik pada menu Panduan. Formulir yang telah terisi
dan di-submit akan diteruskan ke walidata untuk diperiksa minimal terkait
duplikasi kegiatan.

Peran walidata dilibatkan dalam mekanisme rekomendasi untuk
memastikan bahwa tidak terjadi duplikasi pada kegiatan yang akan
diselenggarakan. Suatu kegiatan statistik sektoral dikatakan duplikasi jika ada
kesamaan dalam hal berikut ini: tujuan, jenis data yang dikumpulkan, cakupan
wilayah kegiatan, metode statistik yang akan digunakan, objek populasi dan
jumlag responden dan waktu pelaksanaan kegiatan. Walidata akan menyetujui
formulir pengajuan jika tidak ditemukan duplikasi kegiatan. Selanjutnya,
formulir pengajuan akan diteruskan kepada unit kerja di BPS yang bertanggung
jawab memeriksa rancangan tersebut. Mekanisme penyampaian rencana
penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral diatur sebagai berikut:

1. Apabila wilayah penyelenggaraan kegiatan statistik mencakup lebih dari
satu provinsi, pemberitahuan rencana penyelenggaraan kegiatan statistik
akan disampaikan kepada tim di Direktorat Diseminasi Statistik BPS.

2. Apabila wilayah penyelenggaraan kegiatan statistik hanya mencakup satu
provinsi atau beberapa kabupaten/kota dalam satu provinsi, pemberitahuan
rencana penyelenggaraan kegiatan statistik akan disampaikan kepada tim di
BPS Provinsi di wilayah yang bersangkutan.

3. Apabila wilayah penyelenggaraan kegiatan statistik hanya mencakup satu
kabupaten/kota, pemberitahuan rencana penyelenggaraan kegiatan
statistik akan disampaikan kepada tim di BPS Kabupaten/Kota di wilayah

yang bersangkutan.



4. Apabila kegiatan statistik diselenggarakan oleh instansi pemerintah pusat di
daerah tertentu, pemberitahuan rencana kegiatan statistik akan
disampaikan oleh K/L penyelenggara kepada tim di Direktorat Diseminasi
Statistik BPS.

Selanjutnya, berdasarkan penelitian dan evaluasi rencana kegiatan
statistik sektoral yang disampaikan oleh penyelenggara, BPS akan memberikan
suatu rekomendasi dan status kelayakan terhadap pelaksanaan kegiatan statistik
tersebut. Apabila kegiatan yang diajukan dinyatakan layak, BPS akan
menerbitkan surat rekomendasi yang berisi status kelayakan kegiatan dengan
nomor identitas rekomendasi dan catatan hasil pemeriksaan. Rekomendasi
rancangan kegiatan bertujuan agar hasil kegiatan statistik tersebut secara teknis

dapat dipertanggungjawabkan.

3.2 Pemberitahuan Sinopsis Survei Statistik Khusus

Statistik khusus diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan,
dan atau unsur masyarakat lainnya, secara mandiri atau bersama-sama pihak
lain. Dalam penyelenggaraan statistik khusus, lembaga, organisasi, perorangan,
dan atau unsur masyarakat lainnya memperoleh data melalui survei, kompilasi
produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Statistik pasal 36, penyelenggara survei statistik
khusus wajib memberitahukan sinopsis hasil survei yang diselenggarakannya
kepada BPS apabila memenuhi kriteria:

1. hasilnya dipublikasikan;
2. menggunakan metode statistik;
3. merupakan data primer.

Penyelenggara survei statistik khusus menyampaikan sinopsis

menggunakan Formulir Pemberitahuan Survei Statistik Khusus (FS2K). Adapun

penyampaian sinopsis survei statistik khusus diatur sebagai berikut:



1. apabila survei hanya dilaksanakan pada satu kabupaten/kota tertentu,
sinopsis diberitahukan melalui Kepala BPS Kabupaten/ Kota;

2. apabila survei dilaksanakan di lebih dari satu kabupaten/kota, sinopsis
diberitahukan melalui Kepala BPS Provinsi;

3. apabila survei hanya dilaksanakan di satu propinsi tertentu, sinopsis
diberitahukan melalui Kepala BPS Provinsi;

4. apabila survei dilaksanakan di lebih dari satu provinsi, sinopsis
diberitahukan melalui Kepala BPS.

Dalam Keputusan Kepala BPS tersebut juga diatur mengenai jangka
waktu pemberitahuan sinopsis survei statistik khusus kepada BPS sebagai
berikut:

1. sinopsis survei yang bersifat insidental/adhoc harus disampaikan kepada
BPS dalam periode satu minggu setelah selesai survei atau selambat-
lambatnya satu minggu sebelum hasil surveinya disebarluaskan;

2. sinopsis survei yang bersifat berkala/periodik harus disampaikan kepada
BPS satu minggu setelah selesai pelaksanaan survei pertama atau selambat-
lambatnya satu minggu sebelum hasil survei yang pertama itu

disebarluaskan.
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Implementasi perwujudan Sistem Statistik Nasional di suatu instansi pemerintah
pusat dan pemerintah daerah perlu dievaluasi sampai sejauh mana tingkat
kematangan penerapannya. Berdasarkan Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022
tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, BPS melakukan Evaluasi
Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) untuk mengukur tingkat kematangan
penyelenggaraaan statistik sektoral di suatu instansi pemerintah pusat dan
pemerintah daerah. Berikut ini adalah indikator-indikator terkait Sistem Statistik

Nasional yang dievaluasi dalam EPSS:

4.1 Aspek Pemanfaatan Data Statistik
4.1.1 Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Dasar untuk
Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan

Statistik dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk
keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang
memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan yang
penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS. Sebagai institusi
pemerintahan yang memegang peran sebagai penyedia data statistik dasar, BPS
telah banyak menyediakan berbagai data yang bersifat lintas sektoral dan
diperuntukkan untuk pemerintah maupun masyarakat luas. Di kalangan
pemerintahan, data-data statistik dasar harus dapat dimanfaatkan untuk
perencanaan, monitoring, evaluasi, dan/atau penyusunan Kkebijakan
pembangunan oleh seluruh instansi pemerintahan. Setiap instansi pemerintah
harus mengetahui data-data apa saja yang selama ini telah dihasilkan oleh BPS,
agar dapat dimanfaatkan untuk pembangunan. Hal ini juga bertujuan untuk
meminimalisir duplikasi kegiatan statistik, dimana setiap instansi tidak harus
membuat kegiatan statistik (sensus/survei/kompilasi produk administrasi)
sendiri.

Lebih lanjut, instansi pemerintah perlu melakukan reviu dan evaluasi secara
berkala dalam penggunaan data-data statistik dasar, serta
berkoordinasi/berkonsultasi terhadap data-data statistik dasar yang dihasilkan

oleh BPS. Bentuk koordinasi ini diantaranya dapat berupa konsultasi



ketersediaan data statistik dasar, penyampaian kebutuhan data instansi,
kemungkinan integrasi kegiatan statistik, dan lain-lain.

4.1.2 Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk
Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan

Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk
memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-
tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi
yang bersangkutan. Statistik sektoral dihasilkan oleh instansi pemerintah sesuai
lingkup tugas dan fungsinya. Statistik sektoral yang dihasilkan harus dapat
dimanfaatkan oleh instansinya untuk perencanaan, monitoring, evaluasi,
dan/atau penyusunan kebijakan pembangunan dalam rangka memenuhi tugas
dan fungsinya. Pada tahapan perencanaan kegiatan statistik perlu dilakukan
identifikasi kebutuhan data dan pengguna datanya, agar data yang dihasilkan
sesuai dengan kebutuhan pengguna data. Hal ini seharusnya sejalan pada saat
data sudah tersedia, bahwa data digunakan dan dimanfaatkan untuk kebijakan
pembangunan nasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan reviu dan evaluasi
secara berkala terkait dengan penggunaan datanya.

Beberapa instansi pemerintah menggunakan data sektoral yang dihasilkan
oleh instansi pemerintah lainnya. Dalam hal ini, perlu ada satu pusat informasi
rujukan statistik yang menyediakan berbagai informasi data-data sektoral yang
ada di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Sistem Statistik Nasional (SSN).
Dengan demikian, instansi pemerintah perlu berkoordinasi dengan BPS sebagai
koordinator SSN dalam penggunaan data sektoral.

4.1.3 Tingkat Kematangan Sosialisasi dan Literasi Data Statistik

Interpretasi yang salah dan penyalahgunaan statistik harus segera ditangani
dengan tepat. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan penggunaan
statistik yang benar melalui peningkatan literasi statistik untuk pengguna data.
Oleh karena ity, perlu ada mekanisme untuk
mempromosikan/mensosialisasikan statistik serta memberikan literasi statistik,
diantaranya dapat melalui:

1. Pengelolaan dan pemeliharaan hubungan dengan media



2. mengadakan pelatihan atau sosialisasi secara rutin baik di kalangan
pemerintahan, swasta, akademisi, jurnalis, maupun masyarakat umum.

3. melakukan pelatihan bagaimana cara menggunakan data statistik

4. Mengimbau agar publikasi/artikel bertema statistik dapat dipahami dengan
benar dan bagaimana statistik harus digunakan dengan benar
Instansi penyedia data statistik harus berfokus untuk menyediakan

dukungan/pelayanan yang juga mampu menanggapi pertanyaan dari pengguna
secara cepat. Adapun implementasinya dapat melalui berikut ini:

1. tersedia unit pelayanan statistik yang dikenal publik yang berfungsi untuk
memberikan bantuan cepat kepada pengguna dalam mengakses dan
menginterpretasikan data

2. Unit pelayanan statistik memiliki staf yang tepat untuk mendukung berbagai
kebutuhan dan jenis pengguna
Secara berkala, sosialisasi data statistik ini perlu dilakukan reviu dan

evaluasi. Selanjutnya, perlu dilakukan pemutakhiran proses sosialisasi statistik

berdasarkan hasil reviu dan evaluasi yang telah dilakukan.

4.2 Aspek Pengelolaan Kegiatan Statistik

Tingkat Kematangan Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik Pasal 17 mengatur

tentang koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik antara BPS, instansi

pemerintah dan masyarakat. Salah satu bentuk koordinasi dan kerjasama antara

BPS dengan instansi pemerintah adalah melalui mekanisme pemberitahuan

rancangan kegiatan statistik oleh instansi pemerintah ke BPS serta pemberian

rekomendasi statistik oleh BPS ke instansi pemerintah penyelenggara kegiatan

statistik. Ketentuan lebih lanjut diatur melalui PP Nomor 51 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Statistik Pasal 26 ayat 2, yang menyebutkan bahwa setiap

penyelenggara survei statistik sektoral wajib:

a. memberitahukan rencana penyelenggaraan survei kepada BPS;

b. mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS;

c. menyerahkan hasil penyelenggaraan survei yang dilakukannya kepada BPS.



Ketentuan dari regulasi tersebut diatas, difasilitasi oleh BPS melalui
penyediaan layanan rekomendasi kegiatan statistik sebagai bagian dari
Pelayanan Statistik Terpadu (PST), yang dapat diakses secara online melalui
pst.bps.go.id

Alur dari mekanisme rekomendasi kegiatan statistik ini diawali dengan
pemberitahuan rancangan penyelenggaraan kegiatan statistik ke BPS melalui
pst.bps.go.id. Kemudian, BPS akan memeriksa dan meneliti rancangan kegiatan
statistik tersebut, untuk selanjutnya memberikan rekomendasi dalam proses
perencanaan pengumpulan data (sebagaimana tugas pembina data dalam
Perpres Satu Data Indonesia). Mekanisme ini bertujuan untuk:

1. Menghindari terjadinya duplikasi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik

2. Mendorong diperolehnya hasil penyelenggaraan kegiatan statistik yang
secara teknis dapat dipertanggungjawabkan

3. Mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang andal, efektif, dan efisien

4. Menyediakan kumpulan metadata statistik yang menjadi pusat rujukan
penyelenggaraan statistik di Indonesia

Secara berkala, penerapan mekanisme rekomendasi kegiatan statistik ini
perlu dilakukan reviu dan evaluasi, yang selanjutnya dilakukan pemutakhiran
penerapan rekomendasi kegiatan statistik berdasarkan hasil reviu dan evaluasi

yang telah dilakukan.

4.3 Aspek Penguatan SSN Berkelanjutan
4.3.1 Tingkat Kematangan Perencanaan Pembangunan Statistik
Rencana Aksi Satu Data Indonesia yang disepakati dalam Forum SDI Tingkat
Pusat merupakan salah satu contoh dokumen perencanaan pembangunan
statistik di Indonesia. Rencana Aksi SDI dapat mencakup:
pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia;
c. kegiatan terkait pengumpulan Data;
d. kegiatan terkait pemeriksaan Data;

e. Kkegiatan terkait penyebarluasan Data; dan/atau



f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip

Satu Data Indonesia.

Rencana aksi Satu Data Indonesia diusulkan bersama oleh Walidata dan
disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat. Penyelenggara SDI
tingkat pusat dan tingkat daerah harus melaksanakan rencana aksi SDI. Oleh
karena itu, rencana aksi SDI ini seharusnya diturunkan sebagai rencana
aksi/road map di masing-masing instansi pusat maupun daerah. Di samping itu,
secara kelembagaan, suatu institusi yang menyediakan maupun menggunakan
data statistik harus memiliki perencanaan dalam pembangunan statistik.

Perencanaan pembangunan statistik ini harus direviu dan dievaluasi secara
berkala, untuk kemudian ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan dan
peningkatan kualitas perencanaan pembangunan statistik.

4.3.2 Tingkat Kematangan Penyebarluasan Data

Data statistik yang dipublikasikan, sifatnya terbuka untuk digunakan dan
disebarluaskan secara gratis. Dalam penyebarluasan data perlu ada manajemen
akses data dimana ada data yang sifatnya terbuka, terbatas, dan tertutup.

Kebijakan Satu Data Indonesia mengatur bahwa penyebarluasan data
dilakukan oleh walidata melalui portal Satu Data Indonesia dan media lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi. Disamping itu, UU Statistik maupun Sistem
Statistik Nasional juga mengatur bahwa perlu ada satu pusat informasi rujukan
statistik yang berisikan seluruh data yang menjadi rujukan baik bagi
penyelenggara maupun pengguna data statistik. Oleh karena itu, dalam satu
instansi penyebarluasan data harus dilakukan satu pintu oleh walidata.

Secara berkala, tata kelola penyebarluasan dalam suatu instansi harus
direviu dan dievaluasi, untuk selanjutnya dilakukan perbaikan/pemutakhiran
dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola penyebarluasan data.

4.3.3 Tingkat Kematangan Pemanfaatan Big Data

Di era digitalisasi, penyediaan data dan informasi yang andal dan berkualitas

tinggi oleh produsen data lainnya semakin penting bagi ekonomi dan masyarakat

kita. Big Data dapat mendorong penyediaan data statistik lebih cepat, bervariasi,



dan lebih detil untuk melengkapi statistik resmi yang telah ada. Big data
merupakan alternatif sumber data baru, tanpa harus melakukan survei/sensus.
Komunitas statistik dunia secara resmi mengakui potensi Big Data. Pada Maret
2014, Komisi Statistik PBB membentuk Global Working Group (GWG) yang diberi
mandat untuk memberikan visi, arahan, dan koordinasi strategis terkait program
dunia dalam pemanfaatan Big Data untuk official statistics.

Big data dapat menjawab kebutuhan statistik dengan menghasilkan
indikator baru seperti mengukur kegiatan ekonomi digital maupun perilaku
masyarakat di dunia maya. Sistem/proses pengendalian dan akuntabilitas
pemanfaatan berbagai sumber data untuk menghasilkan data dan informasi
statistik yang berkualitas. Diperlukan berbagai perubahan untuk dapat
beradaptasi terhadap disrupsi Big Data dalam produksi statistik.

Pemenuhan indikator ini antara lain:

1. Tersedianya kebijakan terkait pemanfaatan big data untuk mendukung data
statistik yang dihasilkan
2. Tersedianya prosedur standar dalam pemanfaatan big data
3. Tersedianya unit/fungsi/tim pemanfaatan dan pengembangan big data
4. Tersedianya laporan hasil evaluasi (termasuk penjaminan kualitas)
pemanfaatan big data
5. Tersedianya hasil pemanfaatan big data yang tersedia untuk publik
Secara berkala, pemanfaatan big data perlu dilakukan reviu dan evaluasi, untuk
selanjutnya dilakukan pemutakhiran/perbaikan dalam rangka peningkatan

kualitas pemanfaatan big data.
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